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Permasalahan utama penelitian ini adalah kebi,jaksanaan aj::\akah 
yang ditempuh dalam menyelesaikan apatride dan ukuran apakah yang 
dipakai dilapangan untuk mengelompokkan mereka sebagai spatride ? 
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui siapa saja yang 
djgolongkan aebagai stateless dan sekaligus perundang-undanga~ 
yang berkaitan dengan apatride. Adakah jaminan kepastian hukum 
bagi yang bersangkutan (stateless) dengan semaki.n terbukanya 
hubungan antar bangsa dalam era g)obalisasi. Evaluasi melalui 
penelltian ini perlu dilakukan. mengingat adanya prinsip-prinsip 
yang harus ditegakkMl dalam Universal declaration of Human Rights 
article 15, bahwa penentuan kewarganegaraan merupakan hak b~gi 
seseorang. Sedangkan Surat Edaran Henteri Kehakiman Ho DTC /11/ 
1969 mengelompokkan seseorang sebagai apatrjde (stateless), 
Pemerintah RI dalam menyelesaikan masalah ini tetap berp~gang 
pada prinsip hukum internasional. 
Hetodologi yang digunakan dalam penelitian inl adalah motode 
penelitian hukum doktriner, khususnya tipepenel.itian yang beru­
saha menemukan a~as-asas hukum positip yang berlaku. Untuk itu 
diperlukan data yang berupa peraturan perundang undangan yang 
berkaitan dengan apatride. 
Setelah peraturan perundang-undangan itu terkumpul, kemudian 
di lakukan content analysis guna mencari jawaban apakah peratunm­
peraturan ·itu sesuai dengan asas-asas yang terkandung dan peratu­
ran perundang-undangan tentang kependudukan/kewarganegaraan . dan 
prjnsip-prinsip hukum internasional. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil peneUt.i8!1 in1 
adalah :
* Belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang men~Flt.llr 
stat.eless. 
1- Penye]esaian masalah apatride sesuai dengan prjnsip--pl'insjp 
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,',n1fl djlr'lit,ul'J:lr1 cJ,,~lo:H!I hukuHl int,fi:'r"nc'\!;:;ioni::I.I kill,' 1'",', "~I "';1,11' I', 
Un'iversal Declaration of Human Rights.
* Upaya hukum yang lain yang dilakukan dalam mengatasi apatride 
yang berstatus imigran gelap dengan cara menegakkan PP No 32 
ta hun 1954 j is' Undang-undang No 8 ,Ort tahun 1955. IInrll'mg-'nn rhmp. 
No 9 Ort 1955.
* Jumlah stateless yang mengurus paspor dan imigran gelap yang 
terjaring sangat minim karena lemahnya unsur pengawasan dan 
kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi 
kepada aparat setempat.
* Kurangnya pemahaman pejabat yang berwewenang di tin~kat bawah 
yang berkait dengan masalah kependudukan, sehingga seringkali 
terj ad i terobosan-terobosa'n. 
Berdasarkan hasil pen~litian ini, maka diajukan saran-saran 
sebagai berikut : 
1. 	 Kerjasama antar penduduk, RT, RW dan lurah perlu ditingkat 
kan untuk menjaring para stateless. 
2. 	 Koordinasi antar p~jabat yang terlibat dalam tug~S keimigrasi 
an perlu digalakkan. 
3. 	 Sanksi bagi mereka yang merasa tidak terganggu dengan statns 
stateless perlu ditegakkan, kalau kita setuju menolak . 
adanya stateless. 
4. 	 Penyuluhan hUkum terhadap pemahaman masalah-masalah keimigl'B­
sian perlu digalakkan. 
5. 	 Pejabat-pejabat pengambil keputusan perlu diberi bekal yang 
cukup melalui penataran-penataran untuk memahami peraturan 
perundang-undangan yang berkait dengan keimigrasian, penduduk 
dan warganegara. 
6. 	 Dalam Undang-undang Kewarganegaraan perlu juga diatur bagei 
mana penyelesaian masalah stateless, tidak hanya pre~entif 
saja. 
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